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ABSTRACT

The holding of elections in Indonesia since the first national elections in 1955 until
the 2004 elections has marked an important stage in the history of democracy in
this country, there have been ups and downs in the involvement of citizens in the
implementation of elections. Central Lampung Regency is one of the regions
holding the 2019 general election, where within one day of general elections in
Indonesia, five elections are held simultaneously, namely the election of the
President-Vice President, and legislator. Behind the successful implementation of
elections in each region, there are various efforts made by the election
implementing agencies which of course in their implementation do not come out of
the applicable regulations, in other words, on the track. There are obstacles that
occur in the implementation of the 2019 elections in Central Lampung Regency
such as the geographical conditions of some areas that are difficult to reach,
indigenous people who are less willing to accept change and do not participate in
elections, and money politics practices that are not easily lost in society.

This thesis is a field research research, which is a research that is carried out
systematically by raising the existing data in the field. The approach used is a
juridical-empirical approach. Collecting data by direct observation and interviews
with the parties concerned. This study aims to provide an overview of the analysis
of the concept of good governance in the implementation of the 2019 elections in
Central Lampung Regency and reviewed using the siyasah syar'iyyah perspective.

The results of the study show that the 2019 elections in Central Lampung Regency
in general are in accordance with the principles of good governance, but need to be
emphasized again from the aspect of openness and public services. In addition, the
implementation of the 2019 elections in Central Lampung Regency is in accordance
with the siyasah syar‘iyyah principles, namely mandate, justice, obedience, and
deliberation. But it has not reached the ideal mandate principle.

Keywords: Election, Good Governance, Siyasah Syar'iyyah.



ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pemilu nasional pertama tahun
1955 sampai dengan pemilu 2004 telah menandai suatu tahapan penting dalam
sejarah demokrasi di tanah air ini, ada pasang surut pelibatan warga negara dalam
penyelenggaraan pemilu. Kabupaten Lampung Tengah termasuk daerah yang
melaksanakan pemilu 2019, dimana dalam kurun waktu satu hari pemilu di
Indonesia menjalankan lima pemilihan secara bersamaan yaitu pemilihan Presiden-
Wakil Presiden, dan anggota Legislatif. Dibalik suksesnya pelaksanaan pemilu di
tiap-tiap daerah, terdapat berbagai upaya yang dilakukan lembaga pelaksana pemilu
yang tentu dalam pelaksanaannya tidak keluar dari aturan yang berlaku dengan kata
lain on the track. Terdapat kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2019 di
Kabupaten Lampung Tengah seperti kondisi geografis beberapa daerah yang sulit
dijangkau, masyarakat asli yang kurang mau menerima perubahan dan tidak
berpartisipasi dalam pemilu, dan praktik politik uang yang tidak mudah hilang
begitu saja di masyarakat.

Skripsi ini merupakan penelitian field research yaitu suatu penelitian yang
dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data
dengan observasi langsung dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait analisis konsep good
governance pada pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah dan
ditinjau menggunakan perspektif sivasah syar’iyyah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilu 2019 di Kabupaten Lampung
Tengah dalam pelaksanaannya secara umum sudah sesuai dengan asas good
governance, namun perlu ditekankan kembali dari aspek keterbukaan dan
pelayanan publik. Selain itu, pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung
Tengah sudah sesuai dengan prinsip siyasah syar’iyyah, yaitu amanat, keadilan,
ketaatan, dan musyawarah. Tetapi belum mencapai kepada prinsip amanat yang
ideal.

Kata Kunci: Pemilu, Good Governance, Siyasah Syar iyyah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pemilu nasional pertama
tahun 1955 sampai dengan pemilu 2004 telah menandai suatu tahapan
penting dalam sejarah demokrasi di tanah air ini, ada pasang surut pelibatan
warga negara dalam penyelenggaraan pemilu.! Lampung Tengah
merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, sejak
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Daerah?, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran
menjadi dua Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.?

Kabupaten Lampung Tengah termasuk daerah yang melaksanakan
pemilu 2019, dimana dalam kurun waktu satu hari pemilu di Indonesia
menjalankan lima pemilihan secara bersamaan yaitu pemilihan Presiden-
Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Adanya pemilu seperti ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi para
penyelenggara, karena untuk pertama kalinya dalam pemilu mereka

menangani lima kertas suara sekaligus dengan waktu perhitungan satu hari

! Sunarso, Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di
Indonesia), (Yogyakarta: UNY Press, 2015), him. 65.

2 Undang_Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Metro.

® Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, “Sejarah Lampung Tengah,”
https://web.lampungtengahkab.go.id/sejarah-singkat , akses 22 September 2021.



https://web.lampungtengahkab.go.id/sejarah-singkat

yang kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi waktu
perhitungan ditambah menjadi satu hari plus 12 jam.*

Dibalik suksesnya pelaksanaan pemilu di tiap-tiap daerah, terdapat
berbagai upaya yang dilakukan lembaga pelaksana pemilu yang tentu dalam
pelaksanaannya tidak keluar dari aturan yang berlaku dengan kata lain on
the track. Dari hasil wawancara bersama Ibu Siti Marfuah Darojati, S.Pd.
selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah bidang
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pemilu 2019 seperti kondisi
geografis, masyarakat asli yang sulit menerima perubahan, dan praktik
politik uang yang sulit hilang di masyarakat.®

Berdasarkan pernyataan diatas terdapat gambaran bahwa ada
beberapa kendala pada pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung
Tengah. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis implementasi asas
tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam
pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan®. Good governance merupakan suatu kondisi dimana terdapat

proses kesejajaran, kohesi atau hubungan yang erat, serta keseimbangan

4 BBC News, “Pemilu 2019: Pemungutan Suara Indonesia paling ‘rumit’ dan
‘Menakjubkan’ di Dunia,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia47879833.amp, akses
11 Januari 2022.

> Wawancara bersama lbu Siti Marfuah Darojati, selaku anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat, dan SDM pada tanggal 14 Januari 2022, pukul 10.00.

6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
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peran dan adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni
pemerintah (government), rakyat (citizen) atau masyarakat sipil (civil
society).’

Dalam pemilu selain ditinjau menggunakan asas good governance
atau hukum konvensional, pemilihan umum juga dapat ditinjau dari sudut
pandang hukum Islam. Islam mengenal konsep kepemimpinan dan
pemerintahan yang diistilahkan dengan siyasah syar’iyyah, yaitu konsep
politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat.® Al-Qur’an
mengemukakan empat prinsip yang menjadi dasar pemerintahan dalam
sistem politik, prinsip tersebut yaitu: amanat, keadilan , ketaatan (disiplin),
musyawarah dengan referensi Al-Qur’an dan Sunnah.® Selain mengunakan
konsep good governance penulis juga menggunakan prinsip siyasah
syar’iyyah dalam menganalisis pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten
Lampung Tengah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:
Bagaimana implementasi konsep good governance dalam pelaksanaan

pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah?

"Yudhi Supriadi, “Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik)
Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau,”
eJurnal lIlmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, Februari 2015, him 53.

8Nasaruddin Umar, “Mengenal Siyasah Syar’iyah,”
https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syariyyah ,akses 20 September
2021.

% Arlis, “Siyasah Syar’iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam,”
Vol. 10 No. 2, Desember, 2011, him. 178.
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2. Apakah pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah sudah
sesuai dengan prinsip siyasah syar iyyah?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka
dapat diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi konsep good
governance dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung
Tengah.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian prinsip siyasah
syar’iyyah dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lampung
Tengah.
2. Kegunaan Penelitian
Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:
a. Kegunaan Teoritik
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi
pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan
serta menjadi pedoman atau petunjuk bagi pihak yang hendak

mengkaji lebih dalam tentang hukum tata negara pada umumnya,



dan lebih khususnya pelaksanaan pemilu yang sejalan dengan
konsep good governance dan prinsip siyasah syar’iyyah.
b. Kegunaan Praktis
Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi

evaluasi dan bahan pertimbangan pemerintah, khususnya

pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat. Serta

diharapkan dapat menjadi contoh bagi pihak yang berkepentingan

dan bertanggungjawab menjalankan suatu kebijakan khususnya

dalam pelaksanaan pemilu.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan yang
pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian, maka
dari itu upaya untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya,
penulis melakukan telaah pustaka dengan mengkaji penelitian-penelitian
terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah dilakukan
penclusuran terkait “Analisis Konsep Good Governance Dalam
Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah Perspektif
Siyasah Syar’iyyah”, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan
penelitian skripsi ini, yaitu:

Pertama, tesis Irinna Ika Wulandari dengan judul “Tinjauan Siyasah
Dusturiyyah dan Good Governance Dalam Implementasi Pasal 69 Ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota

Salatiga”. Tesis ini menjelaskan mengenai implementasi Peraturan Komisi



Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 69 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2018 terhadap
kampanye pemilihan umum 2019 di Kota Salatiga khususnya terkait
larangan-larangan dalam kampanye. Tujuan adanya Undang-Undang
pemilu tersebut untuk mencegah hal-hal yang merugikan salah satu pihak
peserta pemilu dan untuk menjauhkan dari perbuatan yang membawa
keburukan. Selain itu terdapat penjelasan mengenai relevansi PKPU Pasal
69 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2018 terhadap good governance dan siyasah
dusturiyyah.® Dalam tesis ini tidak membahas mengenai prinsip siyasah
syar’iyyah.

Kedua, skripsi Andi Rezky Aulia Pratiwi dengan judul “Pemilukada
Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas Siyasah Syar’iyah)”. Skripsi ini
membahas pemilukada dalam sistem demokrasi yang berangkat dari
kedaulatan rakyat dimana dalam siyasah syar’iyah disebut dengan
kesepakatan umat yang jika dilihat dari segi falsafah dasar, prinsip dan
tujuan dalam pemilukada dalam sistem demokrasi saat ini dengan
pemilukada demokrasi berdasarkan siyasah syar’iyah sangatlah berbeda.
Hal ini karena pemilukada sistem demokrasi didasarkan pada demokrasi itu
sendiri, sedangkan pemilukada demokrasi berdasarkan siyasah syar’iyah
didasarkan pada akidah Islam.** Skripsi ini menganalisis pelaksanaan

pemilukada dan tidak membahas asas good governance.

10 Irinna Tka Wulandari, “Tinjauan Siyasah Dusturiyyah dan Good Governance
Dalam Implementasi Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
28 Tahun 2018 di Kota Salatiga,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019).

11 Andy Rezky Aulia Pratiwi, “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas
Siyasah Syar’iyah),” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).



Ketiga, skripsi Ahmad Annizar dengan judul “Analisis Siyasah
Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan
Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022”. Skripsi
memaparkan kesesuaian pelaksanaan pilkada di Desa Kotasan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala
Desa. Pelakasanaan Pilkada ditinjau dari analisis siyasah syar’iyah dapat
dibenarkan sebab pemilihan didasarkan pada musyawarah sistem. Tetapi
dalam proses kampanye di Desa Kotasan sendiri masih kerap terjadi konflik,
yang mana ini merupakan perbuatan mudharat yang tidak dibenarkan dalam
Islam.* Skripsi ini menganalisis pilkada dan tidak membahas asas good
governance.

. Kerangka Teori

Penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah yang berfungsi
sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian itu
mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba (trial and
eror).”® Untuk itu penulis menggunakan dua kerangka teori dalam mengkaji
permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Teori Good Governance

12 Ahmad Annizar, “Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
Periode 2016-2022,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018).

13 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (cet. Ke-4;
Bandung: Alfabeta, 2016), him. 52.



Istilah good governance berasal dari induk Bahasa Eropa Latin,
yaitu gurbernare yang diserap oleh Bahasa Inggris menjadi govern yang
berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule
(memerintah).* Penggunaan utama istilah ini dalam Bahasa Inggris adalah
to rule with authority atau pemerintahan dengan kewenangan.® Good
governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan konsep dalam
membentuk suatu proses perencanaan, pelaksanaan serta pengambilan
keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai
suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah (state) dan warga negara
(citizen atau society).'

Dalam mewujudkan konsep tata pemerintahan yang baik dibutuhkan
asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 1
ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB adalah
asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat
pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.'” AUPB yang dimaksud meliputi asas:

kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak

14" Anita, “Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli Secara Lengkap,”
https://www.daftarinformasi.com/pengertian-good-governance/ , akses pada 30 Oktober
2021.

15 1bid

16 Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipasi untuk Mewujudkan
Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia,”
Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 4, November 2019, him. 624-
625.

7 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
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menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan
pelayanan yang baik.*®

Budi Wiyoto mengatakan ‘“good” dalam good governance
mengandung dua pengertian yaitu: pertama, mengandung makna tentang
orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara,
berorientasi pada nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dalam
mencapai kemandirian, pembangunan keberlanjutan, keadilan sosial,
demokratisasi dalam kehidupan bernegara seperti ligitimasi, akuntabilitas,
perlindungan HAM, otonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua,
mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang
berfungsi ideal, yaitu mampu secara efektif dan efisien dalam upaya
mencapai tujuan nasional. Good governance mempunyai kedudukan yang
sangat strategis dalam menentukan bagi terciptanya penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.*
2. Perspektif Siyasah Syar iyyah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pendekatan
siyasah syar’iyyah sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Secara
etimologi siyasah syar’iyyah berasal dari kata syara’a yang berarti sesuatu
yang bersifat syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang

bersifat syar’i sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti

18 pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.

19 Arif Darmawan Setya, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Pemilukada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus: Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Utara), Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016).



mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan
pembuatan kebijaksanaan.?

Islam sebenarnya merupakan pelayanan utama pemerintahan yang
disebut dengan istilah amar makruf sebab pelayanan itu positif sifatnya
maka harus ditunjukan kepada masyarakat yang baik dan benar sehingga
dapat menghasilkan hasil yang positif. Sebaliknya jika pelayanan
ditunjukan kepada hal yang negatif maka akan menghasilkan hal yang
negatif atau yang disebut dengan fasik.*

Menurut para fugaha siyasah syar’iyah berarti berbagai keputusan
dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan sebagai ulil amri
(penguasa yang mengurus urusan umat) mengenai hal-hal yang tidak
ditentukan oleh syari’ah. Atas dasar ini segala kebijakan yang akan
membawa orang lebih dekat kepada shalah (kebaikan dan kecocokan dalam
hidup) dan menjauhkan orang dari fasad (semua yang merusak) berarti telah
melakukan siyasah (kebijakan) yang adil, sekalipun tidak terdapat dalam
Al-Qur’an dan sunnah.?

Menurut Abdurrahman Taj siyasah syar’iyyah adalah hukum-
hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan-

urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-

20 Ahmad Annizar, “Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-
2022,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018), hlm. 89.

2l Inu Kencana Syafie, Etika Pemerintahan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011),
him.159.

22 Arlis, “Siyasah Syar’iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam,”
Vol. 10, No. 2, Desember 2011 , him. 173.
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dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang
bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash

tafshili yang juz’i dalam Al-Qur’an dan Sunnah.?

. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu langkah dan prosedur yang akan
dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna
memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.* Sesuai
dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian
yang dilakukan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field research) yaitu,
suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat
data yang ada dilapangan.? Data lapangan yang diperlukan sebagai data
penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari
narasumber yang ditentukan secara random sampling,®® Penelitian
random sampling yang digunakan dalam memilih narasumber yang
ditetapkan langsung oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

23 Usman Jafar, Figih Siyasah, cet. Ke-1 (Makassar: Alauddin University Press,
2013), him. 46.

2 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan,
(Jakarta: Gresindo, 2010), him.5.

% Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Research, (Bandung: Tarsito, 1995), him.
58.

% Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
him.107.
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Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif-analitis,
artinya penelitian yang menggambarkan objek data pada pemilu 2019 di
Kabupaten Lampung Tengah dan menjelaskan hal-hal yang terkait
dengan atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau
karakteristik pemilu di Lampung Tengah pada tahun 2019 serta upaya
KPU Lampung Tengah dalam menyukseskan pemilu 2019 yang
kemudian dianalisis melalui konsep good governance dan ditinjau
menggunakan perspektif sivasah syar’iyyah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu
dengan melihat kenyataan hukum dan interaksi di dalam masyarakat,
hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten
Lampung Tengah. Pendekatan ini bertujuan menganalisis permasalahan
yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum seperti
Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi,
Peraturan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan

data primer yang diperoleh di lapangan.?’

. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

27 Ronny Hantijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1998), him.3.
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Bahan data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil
observasi dan wawancara kepada narasumber yang bertanggung
jawab serta berwewenang mengenai topik penelitian.
Wawancara dilakukan bersama bersama Bapak Irawan
Indrajaya, S.K.M selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lampung Tengah, lbu Siti Marfuah Darojati, S.Pd selaku
anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah
bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,
dan SDM dan Bapak Hanapiah selaku anggota DPRD Lampung
Tengah Fraksi Nasional Demokrat (NasDem).

Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang
diperoleh penulis secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari
sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
22E ayat (1) sampai (6), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi
Birokrasi Menteri Negara, dan beberapa PKPU yang mengatur
tentang Pemilu serentak 2019. Selain itu, terdapat juga buku,
jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan,
skripsi, artikel yang tentunya berkaitan dengan objek yang

diteliti oleh penulis.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik penelitian data yang dicari pada penelitian ini adalah data
terkait pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah yang
kemudian dianalisis menggunakan konsep good governance serta
ditinjau dari sudut pandang prinsip siyasah syar’iyyah. Adapun data
tersebut dicari menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data
dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan
langsung di lokasi penelitian.?® Atau dapat dikatakan sebagai
proses pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-
fenomena yang diselidiki.”
b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengambilan data
dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan yaitu dengan
menggali informasi atau mewawancarai Bapak Irawan
Indrajaya, S.K.M selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lampung Tengah, lbu Siti Marfuah Darojati, S.Pd. selaku
anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah

bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,

28 Zakky, “Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum
[Lengkap],” https://www.zonareferensi,com/pengertian-observasi/, akses 13
Februari 2022.

29 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid, (Yogyakarta: Andi Offset,

1989), him.136.
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dan SDM, dan Bapak Hanapiah selaku anggota DPRD Lampung
Tengah Fraksi Nasional Demokrat (NasDem). Dalam proses ini
ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi yaitu:
pewawancara, narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam
daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. ** Dalam penelitian ini
teknik wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab
mengalir antara narasumber yang kemudian data yang diperoleh
dideskripsikan dan dianalisis sehingga menghasilkan
kesimpulan.
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan
cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis,
gambar, dan video yang relevan dengan topik penelitian.
Dokumentasi yang digunakan di penelitian ini beberapa
diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang
mengatur pemilu serentak 2019, data-data pemilu 2019 yang
tersedia di website KPU Lampung Tengah serta gambar dan
video terkait tahapan pemilu 2019 yang terunggah di sosial

media KPU Lampung Tengah.

%0 Nurul Zuriah, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2012), him.166.
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6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Yaitu
penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif.
Data-data dari penelitian bukan berupa angka, melainkan kata-kata
verbal.®! Penggambaran keadaan fenomena yang diperoleh di lapangan
kemudian dianalisis dalam bentuk kata guna memperoleh kesimpulan
yang berupa jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah proses penyusunan dan pembahasan pada
skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang mana
penyajiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahulan. Bab ini membahas latar belakang
masalah yang merupakan gambaran awal dari permasalahan yang menjadi
sebab diangkatnya judul pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai referensi yang
membantu memberikan gambaran mengenai metode dan teknik yang
dipakai dalam penelitian sebelumnya, selanjutnya kerangka teori sebagai
pisau analisis, lalu metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, membahas secara mendalam mengenai teori yang akan

digunakan yaitu teori good governance dan siyasah syar iyyah.

31 Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,
Teori, dan Praktik), Cet-3, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). HIm.139.
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Bab ketiga, menjelaskan mengenai penyelenggaraan pemilu 2019 di
Kabupaten Lampung Tengah. Yang diawali dengan tinjauan umum Kantor
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah, tinjauan umum pemilu,
kemudian prosedur pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung
Tengah termasuk didalamnya tahapan pemilu, program kegiatan, bentuk
pelayanan, serta kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pemilu
2019.

Bab keempat, bab analisis yang memuat hasil penelitian berdasarkan
data-data yang telah diperoleh yang selanjutnya akan ditinjau menggunakan
teori good governance dan siyasah syar’iyyah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang
sesuai dengan rumusan masalah serta saran yang dapat menjadi bahan

pertimbangan atas permasalahan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan umum merupakan suatu mekanisme pemilihan Presiden-
Wakil Presiden dan anggota Legislatif yang didasarkan dari hasil suara
rakyat sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan pemerintahan. Pemilu
tahun 2019 berbeda daripada pemilu tahun-tahun sebelumnya, dimana
dalam pelaksanaannya pemilu 2019 melakukan pemilihan Presiden-Wakil
Presiden dan anggota Legislatif secara serentak, yang mana pada pemilu
sebelumnya dilakukan secara terpisah. Pelaksanaan Pemilu merupakan
tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah secara
umum sudah sesuai dengan asas-asas good governance yang didasarkan
pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan. Namun perlu ditekankan kembali pada asas
keterbukaan dan pelayanan yang baik. Selain itu, dari pelaksanaan pemilu
2019 di Kabupaten Lampung Tengah yang dianalisis menggunakan
perspektif siyasah syar’iyyah dalam prinsip-prinsip dasar pemerintahan
yang terdapat di dalam Al-Qur’an memberikan gambaran bahwa KPU
Lampung Tengah dalam tugasnya sudah sejalan dengan prinsip amanat,
keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Namun dalam prinsip amanat, KPU
belum memenuhi karakteristik prinsip amanat yang ideal, yang mana perlu

ditekankan kembali pada aspek keterbukaan dan pelayanan. Adanya
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kendala dan permasalahan di dalam pelaksanaan pemilu 2019 merupakan
hal yang bisa dimaklumi, mengingat bahwa untuk pertama kalinya pemilu
dilakukan secara serentak dan secara umum dapat terselenggara dengan baik
dan suskes. Selain itu, KPU Provinsi Lampung sudah melakukan rapat
koordinasi evaluasi pemilu serentak 2019 sebagai bahan tinjauan bagi

pelaksanaan pemilu serentak periode selanjutnya.

. Saran

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemilu 2019 sudah sangat
baik, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah dalam
melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan beberapa Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur terkait pelaksanaan pemilu 2019.
Namun, perlu ditekankan kembali mengenai beberapa kelengahan yang

dilakukan KPU Lampung Tengah terkait keterbukaan dan pelayanan publik.
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pukul 10.30.

Wawancara bersama lbu Siti Marfuah Darojati, selaku anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah bidang Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM pada tanggal

14 Januari 2022, pukul 10.00.
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